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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal 

Self Declare di Kecamatan Banjarmasin Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Persepsi pelaku UMKM di Kecamatan Banjarmasin Tengah terbagi ke dalam 

tiga tingkatan: kelompok yang skeptis dan menunda, kelompok yang sadar 

hukum namun terhambat kapasitas literasi digital (capacity gap), dan 

kelompok yang proaktif menerimanya sebagai kebutuhan bisnis dan kewajiban 

syariat. Dalam tinjauan norma hukum Islam, persepsi kelompok yang 

menunda dengan alasan berlindung pada kebiasaan ('urf) saling percaya antar-

Muslim di era modern tidak dapat dibenarkan, karena berpotensi menimbulkan 

ketidakjelasan (gharar) pada bahan campuran makanan. Sebaliknya, persepsi 

kelompok yang proaktif sangat sejalan dengan Maqashid Asy-Syariah untuk 

memelihara jiwa (hifzh al-nafs) dan memelihara harta (hifzh al-mal), serta 

merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah (Ulil Amri) dalam 

mewujudkan Maslahah Mursalah di sektor perdagangan. 

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya persepsi tersebut terdiri dari 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat literasi digital 

pelaku usaha, pemahaman terhadap titik kritis syubhat (keraguan) bahan baku 

seperti ragi dan mentega, serta tingginya motivasi rasionalitas ekonomi untuk 

berekspansi ke segmentasi pasar kelas menengah ke atas. Sedangkan faktor 
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eksternal sangat didominasi oleh kuatnya pengaruh 'urf di masyarakat, 

determinasi proaktif ("jemput bola") dari petugas Pendamping PPH yang 

berfungsi layaknya Muhtasib (pengawas pasar), serta adanya kesenjangan 

implementasi (implementation gap) dari Peraturan Wali Kota Banjarmasin 

Nomor 37 Tahun 2025 yang belum merata menyentuh sektor pedagang 

informal. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan keismpulan diatas, maka adapun saran-saran 

yang dapat penulis berikan, yaitu: 

1. Bagi Pemerintah Daerah dan BPJPH: Diharapkan agar instansi terkait 

merubah metode sosialisasi dari pendekatan pasif menjadi proaktif atau 

sistem jemput bola. Pemerintah perlu memaksimalkan dan meratakan 

eksekusi anggaran fasilitasi dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 

37 Tahun 2025 agar sebaran Pendamping PPH dapat menyentuh pedagang 

kaki lima secara merata, serta memberikan pendampingan teknis digital bagi 

pelaku UMKM yang gagap teknologi. 

2. Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Banjarmasin Tengah: Diharapkan agar 

pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada kebiasaan ('urf) atau rasa 

saling percaya semata sebagai jaminan kehalalan. Pelaku usaha disarankan 

untuk lebih menyadari titik kritis bahan bakunya dan memanfaatkan 

program Self Declare guna mematuhi hukum positif negara, menepis 

syubhat, sekaligus memberikan nilai tambah bagi daya saing usahanya. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Diharapkan dapat memperluas fokus kajian, tidak 

hanya terbatas pada persepsi, tetapi mengkaji efektivitas penerapan sanksi 

administratif dan hukum bagi UMKM yang belum bersertifikat halal pasca-

berakhirnya masa tenggang penahapan kewajiban halal. Selain itu, peneliti 

selanjutnya juga dapat melakukan studi komparatif (perbandingan) mengenai 

kinerja dan problematika lembaga Pendamping PPH di berbagai wilayah, atau 

meneliti dari sudut pandang hukum normatif terkait standar penetapan fatwa 

titik kritis halal pada bahan pangan modern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


